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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
(BAPELITBANG) vyang terdiri dari (@) Laporan Realisasi TA. 2021; (b) Laporan Operasional (LO)
TA. 2021 (c) Laporan Perubahan Equitas TA. 2021 (d) Neraca Per 31 Desember 2021; dan (e)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir adalah tanggung

jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut adalah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas,

posisi keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penajam, Maret 2021

Kepala,

FATMAWATI, ST., MT.
NIP. 19720710 200312 2 004
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Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tahun Anggaran 2021
Kepala SKPD
No. Uraian Debit Kredit Tidak
Setuju )
Setuiu
1. |Pencatatan Persediaan Akhir Tahun
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 399.000,00
Persediaan Materai 144.000,00
Persediaan Alat Tulis Kantor 399.000,00
Beban Persediaan Materai 144.000,00

Penambahan Belanja Modal dari LRA Tahun 2021
Peralatan dan Mesin
RK PPKD

Penambahan Utang Belanja Berdasarkan SPM Tidak Menjadi SP2D

Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Beban Makanan dan Minuman Rapat

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-
Utang Belanja Pegawai
Utang Belanja Barang dan Jasa

Perhitungan Amortisasi ATB 2021
Beban Amortisasi ATB
Amortisasi ATB

Penyesuaian Amortisasi ATB Tahun 2020
Amortisasi ATB
Ekuitas (Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi)

Beban Penyusutan Tahun 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 2021
Ekuitas (Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

82.840.120,00

12.100.000,00
17.295.000,00
24.750.000,00
20.700.000,00
31.200.000,00

1.005.864.259,70

201.719.974,00
10.036.266,00

18.977.238,52

82.840.120,00

12.100.000,00
93.945.000,00

1.005.864.259,70

201.719.974,00
10.036.266,00

4.942.582,39
14.034.656,13




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran

Nl(l’lT:t,r Uraian Setelah Realisasi (Itﬁ?:;/g )
Perubahan
1 2 3 4 5
2 BELANJA 19.337.898.532,00 8.397.243.202,00 (10.940.655.330,00)

2.1 BELANJA OPERASI 19.036.782.972,00 8.314.403.082,00 (10.722.379.890,00)
2.1.1 Belanja Pegawai 5.708.610.790,00 3.719.024.424,00 (1.989.586.366,00)
2.1.2 Belanja Barang 13.328.172.182,00 4.595.378.658,00 (8.732.793.524,00)
2.1.3 Belanja Bunga - - -
2.1.4 Belanja Subsidi - - -
2.1.5 Belanja Hibah - - -
2.1.6  |Belanja Bantuan Sosial - - -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan - - -
2.2 BELANJA MODAL 301.115.560,00 82.840.120,00 (218.275.440,00)
2.2.1 Belanja Tanah - - -
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 301.115.560,00 82.840.120,00 (218.275.440,00)
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan - - -
2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
2.2.6 Belanja Aset Lainnya - - -
2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

2.3.1 Belanja Tidak Terduga
24 TRANSFER

2.4.1 |TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA

2.4.1.1 |Bagi Hash Pajak

2.4.1.2 |Bagi Hasil Retribusi

2.4.1.3 |Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Jumlah Belanja

19.337.898.532,00

8.397.243.202,00

(10.940.655.330,00)

Surplus/ (Defisit)

(19.337.898.532,00)

(8.397.243.202,00)

10.940.655.330,00




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor Uraian 2021 Penyesuaian/Koreksi e
Urut Debit Kredit
1 2 3 4 5 6
KEGIATAN OPERASIONAL
2 BEBAN
2.1 BEBAN OPERASI
2.1.1 Beban Pegawai 3.719.024.424,00 1.091.950.000,00 4.810.974.424,00
2.1.2 Beban Barang dan Jasa 4.595.378.658,00 94.344.000,00 144.000,00 4.689.578.658,00
2.1.3 Beban Bunga )
2.14 Beban Subsidi )
2.1.5 Beban Hibah - -
2.1.6 Beban Bantuan Sosial -
2.1.7 Beban Penyisihan Piutang -
Jumlah Beban Operasi 8.314.403.082,00 1.186.294.000,00 144.000,00 9.500.553.082,00
2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 201.719.974,00 201.719.974,00
2222 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 10.036.266,00 10.036.266,00
2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan -
2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya -
2.2.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya -
2.2.6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 1.005.864.259,70 1.005.864.259,70
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - 1.217.620.499,70 - 1.217.620.499,70
2.3 BEBAN TRANSFER
2.3.1 Beban Bagi Hasil -
2.3.2 Beban Bantuan Keuangan -
Jumlah Beban Transfer - - - -
24 BEBAN TAK TERDUGA
2.4.1 Beban Tak Terduga -
Jumlah Beban Tak Terduga - - - -
JUMLAH BEBAN 8.314.403.082,00 2.403.914.499,70 144.000,00 10.718.173.581,70




JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI OPERASI

(8.314.403.082,00)

(2.403.914.499,70)

(144.000,00)

(10.718.173.581,70)

3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL
3.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar -
3.1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -
3.1.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - -
Jumlah Surplus Non Operasional - - - -
3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL
3.2.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar -
3.2.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang -
3.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - -
Jumlah Defisit Non Operasional - - - -
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON - - - -
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (8.314.403.082,00) (2.403.914.499,70) (144.000,00) (10.718.173.581,70)
4 POS LUAR BIASA
4.1 PENDAPATAN LUAR BIASA
4.1.1 Pendapatan Luar Biasa )
Jumlah Pendapatan Luar Biasa - - - -
4.2 BEBAN LUAR BIASA
4.2.1 Beban Luar Biasa -

Jumlah Beban Luar Biasa
SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA

SURPLUS / DEFISIT - LO

(8.314.403.082,00)

(2.403.914.499,70)

(144.000,00)

(10.718.173.581,70)




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No Uraian 2021 2020
Ekuitas Awal 3.554.128.710,42 4.730.719.772,50
Surplus/Defisit LO (10.718.173.581,70) (13.730.812.026,11)
3 RK-PPKD 8.397.243.202,00 12.561.410.611,00
Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif 1.233.198.330,72 3.561.318.357,39
4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
4.1 Koreksi Nilai Persediaan
4.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap
4.3 Penyesuaian Akumulasi Aset Tetap dan Amortisasi (18.977.238,52) (7.189.646,97)
4.4 Penyesuaian Mutasi Aset Antar SKPD -
4.5 Koreksi Ekuitas Lainnya -
Jumlah Dampak Kumulatif (18.977.238,52) (7.189.646,97)
5 Ekuitas Akhir 1.214.221.092,20 3.554.128.710,42




PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NERACA
PER-31 DESEMBER 2021
(unaudited)

LAMPIRAN II

Uraian

Penyesuaian/Koreksi
2020

Debit Kredit

2021

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di BLUD

Kas Lainnya

Investasi Jangka Pendek

Piutang Pajak

Penyisian Piutang Pajak

Piutang Pajak Netto

Piutang Retribusi

Penyisihan Retribusi

Piutang Retrubusi Netto

Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahan Negara

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Bagian Lancar Pinjam Kepada Perusahaan Negara Netto

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahanan Daerah

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Netto

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya

Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya

Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemda Lainnya Netto

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Nrtto

Persediaan

5.148.000,00 144.000,00 399.000,00

4.893.000,00

Belanja Dibayar dimuka

A Jumlah Aset Lancar

5.148.000,00 144.000,00 399.000,00

4.893.000,00

INVESTASI JANGKA PANJANG

INVESTASI NON PERMANEN

Pinjaman Jangka Panjang

Investasi Dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Pinjaman Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

B Jumlah Investasi Non Permanen




INVESTASI PERMANEN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

C  Jumlah Investasi Permanen

D Jumlah Investasi Jangka Panjang (B+C)

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

7.501.834.415,92

82.840.120,00

7.584.674.535,92

Gedung dan Bangunan

401.450.625,00

401.450.625,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

471.950.000,00

471.950.000,00

Kontruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

(6.916.390.285,40)

230.733.478,52

(7.147.123.763,92)

E  Jumlah Aset Tetap

1.458.844.755,52

82.840.120,00

230.733.478,52

1.310.951.397,00

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

F  Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Netto

Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi Netto

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Terwujud 13.009.077.747,00 13.009.077.747,00
Amortisasi Aset Tak Terwujud (10.997.349.227,60) 1.005.864.259,70 (12.003.213.487,30)
Aset Tak Berwujud Netto

Aset Lain-lain

78.407.435,50

78.407.435,50

G Jumlah Aset Lainnya

2.090.135.954,90

1.005.864.259,70

1.084.271.695,20

H  Jumlah Aset (A+D+E+F+G)

3.554.128.710,42

82.984.120,00

1.236.996.738,22

2.400.116.092,20

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)

Utang BLUD

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

1.185.895.000,00

1.185.895.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya

I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

1.185.895.000,00

1.185.895.000,00

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri - Obligasi

Premium (Diskonto) Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya

J  Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

K Jumlah Kewajiban (I+J)

1.185.895.000,00

1.185.895.000,00

EKUITAS DANA

Ekuitas Dana

3.554.128.710,42

2.422.891.738,22

82.984.120,00

1.214.221.092,20

L Jumlah Ekuitas Dana

3.554.128.710,42

2.422.891.738,22

82.984.120,00

1.214.221.092,20

V Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (K+L)

3.554.128.710,42

2.422.891.738,22

1.268.879.120,00

2.400.116.092,20
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8
Tahun 2020.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan
transparan dari dana yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2021, kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran
menyelenggarakan akuntansi atas semua transaksi yang berada dalam tanggung
jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan
atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD yang kemudian digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan laporan keuangan dari pelaksanaan anggaran yang
menjadi kewenangannya.

Laporan Keuangan SKPD ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan
Laporan keuangan Pemerintah Daerah melalui proses konsolidasian dari semua
laporan keuangan dari masing-masing SKPD yang terdiri dari laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD : Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CalK). Laporan Keuangan disampaikan dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara dan publik.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat
(2);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang
terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP);

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Badan Perencanaan. Penclitian dan Pengembangan



3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Serta Penyampaiannya.

10. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 58 tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;

13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 3 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah;

14. Peraturan Bupati No. 55 tahun 2020 tentang penjabaran APBD Kabupaten
Penajam Paser Utara tahun 2021

15. Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Badan Perencanaan. Penclitian dan Pengembangan



16. Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
Anggaran 2021.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:
Bab I : Pendahuluan
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Bab II : Perkembangan APBD dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan
A. Gambaran Ekonomi
B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

C. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Bab III : Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan
Bab IV : Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah
A. Periode Akuntansi
B. Basis Akuntansi

C. Pengakuan Belanja
D. Persediaan
E. Aset Tetap
F. Aset Lainnya
G. Ekuitas
Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum
B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
C. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Bab VI : Penjelasan Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup
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BAB 11
PERKEMBANGAN APBD DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Gambaran Ekonomi

Tahun 2021 kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari
goncangan ekonomi global yang mengalami pelemahan seiring dengan kondisi
perdagangan internasional yang masih dibayang-bayangi situasi yang tidak
menentu ditambah lagi musibah merebaknya penyakit Covid-19 di seluruh
Indonesia yang masih belum mereda.

Sejalan dengan perekonomian nasional dan provinsi, Kabupaten Penajam
Paser Utara sebagai salah satu daerah yang mengandalkan kinerja komoditas
ekspor primer khususnya komoditas migas dan batu bara, ikut terganggu akibat
goncangan ekonomi yang semakin melemah akibat pandemi Covid-19.

Hal tersebut berdampak pula terhadap kondisi keuangan daerah yang
mengakibatkan merosotnya perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya
yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
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4. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber
daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang
direncanakan.

C. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu
dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 supaya mengutamakan pada
pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada
Belanja Tidak langsung.

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2021,
perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan
dengan kebutuhan riil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan
volume pekerjaan. Oleh karena itu perencanaan pengadaan barang didahului
dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian.

2. Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar
mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa
yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

3. Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar dan
lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu
diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif dan dikurangi
frekuensinya agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.

4. Untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan yang menggunakan konsultan
perencana dan konsultan pengawas, biaya perencanaan dan pengawasan
dianggarkan pada belanja modal dengan persentase anggarannya

disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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5. Khusus untuk kegiatan perencanaan study yang outputnya adalah hasil
penelitian/pekerjaan berupa buku laporan atau disain (masterplan) maka
dana dapat dialokasikan pada belanja modal.

6. Program pemerintah yang sifatnya pemberian hewan ternak (sapi, kambing
dan lainnya, serta bantuan peralatan kepada petani dan nelayan, maka
alokasi dana dikelompokkan pada Belanja Barang dan Jasa.

7. Rehabilitasi berat yang sifatnya menambah manfaat/nilai/umur/ekonomis
maka alokasi dana masuk belanja modal, untuk rehabilitasi ringan masuk
Belanja Barang dan Jasa.

8. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun asset
tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan asset tetap tersebut sampai siap digunakan.
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BAB III
IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, perlu disampaikan
beberapa hal yang merupakan keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa
catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan
dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun Anggaran 2021. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Penajam
Paser Utara telah dilaksanakan dengan melakukan rasionalisasi anggaran
terhadap kegiatan yang belum prioritas dan mengurangi beberapa komponen
kegiatan serta pengendalian dalam penggunaan dana yang tertuang dalam APBD
tahun anggaran 2021. Upaya peningkatan pengendalian dilaksanakan dengan
memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi anggaran)
dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut
terdapat penghematan dan atau sisa Uang Persediaan yang disetor kembali ke
Kas Daerah. Perencanaan dan program kerja tahunan yang telah dituangkan
dalam APBD, pelaksanaannya dapat dilihat pada rincian realisasi APBD Tahun
2021 yang menggambarkan pelaksanaan per program dan per kegiatan.

B. Realisasi Kinerja

Rincian Realisasi Kinerja

URAIAN ANGGARAN 2021 REALISASI PROSENTASE

BELANJA 19.337.898.532,00 |  8.397.243.202,00 43,42
BELANJA OPERASI 19.036.782.972,00 |  8.314.403.082,00 43,67
BELANJA PEGAWAL 5.708.610.790,00 3.719.024.424,00 65,15
BELANJA BARANG 13.328.172.182,00 4.595.378.658,00 34,48
BELANJA MODAL 301.115.560,00 82.840.120,00 27,51
BELANJA MODAL 301.115.560,00 82.840.120,00 27,51
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Laporan keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada Kerangka
Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah telah disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No. 3
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum. Kebijakan Akuntansi
berlaku untuk setiap entitas akuntansi (SKPD dan PPKD) yang memperoleh
anggaran berdasarkan APBD dan entitas pelaporan (Pemerintah Daerah), tidak
termasuk perusahaan daerah.

Berikut ini akan kami jelaskan ringkasan isi Kebijakan Akuntansi Keuangan

Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai berikut :

A. Periode Akuntansi
Periode Akuntansi adalah jangka waktu satu Tahun Anggaran, dimulai
tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

B. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran serta basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban
dan ekuitas dana dalam neraca. Basis Kas untuk laporan realisasi anggaran
berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban
dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transasksi, atau pada
saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah
Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Badan Perencanaan. Penclitian dan Pengembangan



C. Pengakuan Belanja

Pengakuan Akuntansi dibagi menjadi Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja
Modal serta perlakuan akuntansi untuk Belanja Pemeliharaan. Pengakuan
Akuntansi untuk Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal yaitu suatu
pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan
menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;

2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak
untuk dijual;

3. Nilai nominalnya diatas Rp 500.000,- untuk peralatan mesin dan alat
olahraga.

Sedangkan perlakuan akuntansi belanja pemeliharaan adalah :

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja

modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau

c. Bertambah volume,dan/atau

d. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap

tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah

ditetapkan.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan
definitif BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan BUD/Kuasa

BUD/Pengguna Anggaran.

D. Persediaan
Persediaan adalah aset lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,
dan barang-barang yang dimaksudkan umtuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyrakat. Persedian diakui pada saat potensi
mamfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai
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nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada saat akhir periode
akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock

opname).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa mamfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau
dimamfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja modal adalah pengeluaran-
pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-
pengeluaran yang akan mendatangkan mamfaat lebih dari satu periode
akuntansi termasuk dalam ketegori ini, misal penambahan satu unit AC dalam
sebuah mobil atau penambahan teras gedung. Untuk dapat diakui sebagai aset
tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi kriteria:
1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lainnya terdiri dari: tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan
ganti rugi kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud

dan aset lain-lain.

Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana diklasifikasikan kedalam :
ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas
dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek,
ekuitas dana investasi adalah kekayaan pemda yang tertanam dalam aset non
lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
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Sedangkan ekuitas dana cadangan adalah : kekayaan pemda yang dicadangkan
untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-

undangan.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum
Laporan Keuangan yang telah disusun Bapelitbang Kab. Penajam Paser
Utara periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas;
4. Neraca; dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan
atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Belanja daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian
anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar
dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan
efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan
administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting
daerah. Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal.

Realisasi belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp 8.397.243.202,00
yang terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp. 8.314.403.082,00 dan Belanja
modal sebesar Rp. 82.840.120,00.

Berdasarkan realisasi belanja, maka defisit realisasi anggaran yang terjadi pada
TA 2021 adalah sebesar Rp. 10.940.655.330,00.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 8.397.243.202,00
atau sekitar 43,42% dari total anggaran belanja, dimana anggaran belanja
Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.337.898.532,00.
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Realisasi belanja tahun anggaran 2021 terdapat Belanja Operasi dan Belanja

Modal, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

No

Uraian

Anggaran 2021
(Rp)

Realisasi 2021
(Rp)

Belanja Operasi

19.036.782.972,00

8.314.403.082,00

a. Belanja Pegawai

5.708.610.790,00

3.719.024.424,00

b. Belanja Barang

13.328.172.182,00

4.595.378.658,00

Belanja Modal

301.115.560,00

82.840.120,00

a. Belanja Peralatan & Mesin

301.115.560,00

82.840.120,00

Jumlah

19.337.898.532,00

8.397.243.202,00

a.

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi  Tahun 2021
19.036.782.972,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 8.314.403.082,00
atau sebesar 43,42%. Rencana dan Realisasi Belanja Operasi Tahun

Anggaran direncanakan  sebesar Rp

Anggaran 2021 terdiri dari :

31-12-2021
(Dalam Rp)
5.708.610.790,00

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp
5.708.610.790,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 3.719.024.424,00
lebih rendah Rp 1.989.586.366,00 atau terealisasi sebesar 65,15%.

31-12-2021
(Dalam Rp)

13.328.172.182,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp
13.328.172.182,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.595.378.658,00
lebih rendah Rp 8.732.793.524,00 atau sebesar 34,48%.
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b. Belanja Modal

Belanja modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh
aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
(satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar
Rp 301.115.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 82.840.120,00 yaitu
untuk belanja peralatan dan mesin.

Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2021

No. Uraian Anggaran TA 2021 | Realisasi TA 2021
1 | Belanja Modal Tanah - -
2 Eﬂ;ﬂla Modal Peralatan 301.115.560,00 82.840.120,00
3 Belanja Modal Gedung dan ) )

Bangunan
4 Belanja Modal Jalan, irigasi ) )
dan jaringan
5 | Belanja Aset Tetap Lainnya - -
6 | Belanja Aset Lainnya - -
Jumlah 301.115.560,00 82.840.120,00

Uraian masing-masing sub akun belanja modal sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin 31-12-2021

(Dalam Rp)
301.115.560,00

Belanja peralatan dan mesin tahun 2021 direncanakan sebesar Rp.
301.115.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 82.840.120,00 atau

27,51% untuk belanja peralatan dan mesin.

2. Sisa Lebih Pembiayaan APBD TA. 2021 (SILPA)
SILPA 31-12-2021

(Dalam Rp)
10.940.655.330,00
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SILPA merupakan selisih antara surplus/(defisit) dengan pembiayaan

netto. Pada Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara SILPA tahun
2021 adalah sebesar 10.940.655.330,00.

C. Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah:

a.
b.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006;

Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaian.

D. Data Dasar Penyusunan Neraca Daerah

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Daerah per 31

Desember 2021 adalah :

1. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

2. Rekening Koran pada PT Bank KaltimTara cabang Penajam Paser Utara per
31 Desember 2021;

3. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember
2021.

E. Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada

tahun 2021 Bapelitbang menyajikan Laporan Keuangan Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
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F. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara menggambarkan posisi

keuangan per 31 Desember 2021 dengan nilai Aset sebesar Rp

3.554.128.710,42 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 3.554.128.710,42. Rincian atas

masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

1. Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera
direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan
(satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2021, Aset
Lancar Bapelitbang senilai Rp 4.893.000,00 yang terdiri dari atas :

Persediaan 31-12-2021 31-12-2020
(Dalam Rp) (Dalam Rp)
4.893.000,00 5.148.000,00

Saldo persediaan adalah persediaan barang habis pakai yang masih
tersisa per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.893.000,00
dibandingkan saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.
5.148.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 255.000,00.
Rincian persediaan dinilai berdasarkan hasil stock gpname yang telah
dilakukan dapat dilihat pada lampiran.

b. Aset Tetap
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31
Desember 2021 sebesar Rp 1.310.951.397,00 dengan rincian sebagai
berikut :
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Tabel 3. Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

Laporan
Jenis Aset Tetap Saldo Awal 2021 Realisasi Mutasi Tambah Mutasi Kurang Saldo Akhir
(Rp) Anggaran (Rp) (Rp) (Rp)

2021 (Rp)
Tanah B
Peralatan dan Mesin 7.501.834.415,92 82.840.120,00 82.840.120,00 7.584.674.535,92
Gedung dan 401.450.625,00 401.450.625,00
Bangunan

Jalan. Irigasi dan
Jaringan

Aset Tetap Lainnya

471.950.000,00

471.950.000,00

Konstruksi Dalam

Pengerjaan
ék“m“'as' (6.916.390.285,40) 230.733.478,52 | (7.147.123.763,92)
enyusutan

Jumlah 1.458.844.755,52 82.840.120,00 | 230.733.478,52 | 1.310.951.397,00

Penjelasan per sub akun dari aset tetap sebagai berikut :

31-12-2021
(Dalam Rp)

31-12-2020
(Dalam Rp)

7.501.834.415,92

Peralatan dan Mesin

7.584.674.535,92

Dari tabel diatas nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember
2021 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara di Bapelitbang adalah sebesar Rp. 7.584.674.535,92 yang
Jika
dibandingkan dengan nilai aset peralatan dan mesin 2020 sebesar Rp.
7.501.834.415,92 mengalami penambahan sebesar Rp. 82.840.120,00,-
yang merupakan belanja modal tahun 2021.

digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Aset Tetap Gedung dan
Bangunan

31-12-2021
(Dalam Rp)

401.450.625,00

31-12-2020
(Dalam Rp)

401.450.625,00

Nilai akun aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021
yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara di tugas
pemerintahan sebesar Rp. 401.450.625,00. Nilai aset Gedung dan

Bangunan pada tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

Bapelitbang digunakan dalam penyelenggaraan

31-12-2021
(Dalam Rp)

471.950.000.00

31-12-2020
(Dalam Rp)

471.950.000.00

Aset Tetap Lainnya
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Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 yang dimiliki dan atau
dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Bapelitbang dan
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebesar Rp.
471.950.000.00, sama dengan nilai aset tetap lainnya periode tahun
2019, ini menunjukkan tidak adanya penambahan aset tetap lainnya
pada tahun 2021.

31-12-2021
(Dalam Rp)

31-12-2020
(Dalam Rp)

Akumulasi Penyusutan

(7.147.123.763,92)  (6.916.390.285,40)

Pada tahun 2021 nilai akumulasi penyusutan mengalami penambahan
sebesar Rp. 230.733.478,52.

. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah asset yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya per 31
Desember 2021 sebesar Rp 1.084.271.695,20,- dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 4. Daftar Mutasi Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021

Laporan Mutasi
Jenis Aset Saldo Awal 2021 Realisasi Mutasi Kurang Saldo Akhir
. Tambah
Lainnya (Rp) Anggaran (Rp) (Rp) (Rp)
2020 (Rp) P

Aset Tak 13.009.077.747,00 - 13.009.077.747,00
Berwujud
Amortisasi Aset
Tak Berwujud (10.997.349.227,60) (1.005.864.259,70) (12.003.213.487,30)
Aset Lain-lain 78.407.435,50 78.407.435,50

Jumlah 2.090.135.954,90 (1.005.864.259,70) 1.084.271.695,20

Penjelasan per sub akun dari aset tetap sebagai berikut :

31-12-2021 31-12-2020
(Dalam Rp) (Dalam Rp)

13.009.077.747,00  13.009.077.747,00

Aset Tak Berwujud

Dari tabel diatas nilai akun aset tak berwujud per 31 Desember 2021
yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara di Bapelitbang adalah sebesar Rp 13.009.077.747,00 yang
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digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan atau tidak
mengalami penambahan dan pengurangan dari tahun 2020.

Amortisasi Aset Tak Berwujud semula Rp. (10.997.349.227,60) pada
tahun 2021 mutasi kurang sebesar Rp. (1.005.864.259,70) sehingga
jumlah amortisasi pada tahun 2021 sebesar Rp (12.003.213.487,30).

Aset Lain-lain 31-12-2021 31-12-2020
(Dalam Rp) (Dalam Rp)
78.407.435,50 78.407.435,50

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2021 yang dimiliki dan atau
dikuasai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Bapelitbang
dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebesar Rp
78.407.435,50, tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.

2. Kewajiban
Akibat adanya defisit keuangan pada peemerintah Kabupaten Penajam Paser
Utara pada tahun anggaran 2021, maka jumlah yang menjadi kewajiban
adalah penambahan asset dan SPM vyang batal sebesar Rp.
1.185.895.000,00.

3. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara. Pada Bapelitbang dengan cara menghitung selisih
antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Bapelitbang per 31
Desember 2021 berjumlah Rp 1.214.221.092,20.

G. Laporan Operasional
Laporan Operasional Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020,
menyajikan informasi tentang beban yang yang merupakan Beban Operasi yang
terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan
dan Amortisasi.
Laporan Operasional juga menyajikan surplus/defisit LO yang menyajikan selisih
antara Realisasi Pendapatan-LO dengan Beban, dengan rincian sebagai berikut :
1. Beban
Beban dalam Laporan Operasional di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.718.173.581,70 dengan rincian
sebagai berikut :
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Beban Pegawai

Beban pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.810.974.424,00
Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa di Bapelitbang Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 7.876.930.184,00 dan
mengalami penurunan sebesar Rp. 3.187.351.526,00,- sehingga
jumlah beban barang dan jasa pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.
4.689.578.658,00;

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2021 sebesar Rp. 201.719.974,00.

Surplus/(Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) — LO di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2021 semula Rp. (13.730.812.026,11,00) mengalami
penyesuaian kurang sebesar Rp. 3.012.638.444,41 dari beban barang
dan jasa dan beban penyusutan, menjadi Rp. (10.718.173.581,70)

H. Laporan Perubahan Equitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan

informasi

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, laporan ini menghasilkan saldo akhir ekuitas yang berasal dari

ekuitas awal ditambah (dikurang) surplus/defisit LO dan perubahan lainnya.

1. Equitas awal

Nilai ekuitas di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021
dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.554.128.710,42 dan Rp
4.730.719.772,50.

2. Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara untuk

periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp
10.718.173.581,70). Defisit LO merupakan selisih kurang antara Pendapatan
LO dengan Beban Operasi.

3. R/KPPKD
Nilai R/K PPKD di Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara Per tanggal
31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.397.243.202,00.
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4. Penyesuaian akumulasi aset tetap pada tahun 2021 sebesar Rp.
(18.977.238,52)
5. Jumlah ekuitas akhir pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.214.221.092,20.

I. Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
Semua informasi telah dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga tidak
terdapat informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan yang dapat
berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.
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BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Selain hal tersebut tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana sosial

yang di luar kemampuan Bapelitbang Kabupaten Penajam Paser Utara.
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BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebesar Rp 8.397.243.202,00 atau 43,42%
dari anggaran sebesar Rp 19.337.898.532,00.

Jumlah aset Bapelitbang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 2.400.116.092,20
mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu Rp. 3.554.128.710,42.
Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.214.221.092,20 mengalami
penurunan dibandingkan ekuitas tahun 2020 yaitu Rp. 3.554.128.710,42.

Jumlah surplus/defisit dari operasi pada tahun 2021 sebesar Rp.
(10.718.173.581,70).

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2021 adalah nihil.
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